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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa  pasal 1 ayat 1 menyatakan; 

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya 

disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak 

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia.”     

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pasal 95 ayat 1 

menyebutkan bahwa “Pemerintah mengalokasikan dana desa dalam Anggaran dan 

Pendapatan Belanja Negara (APBN) setiap tahun anggaran yang diperuntukan bagi desa 

yang ditransfer melalui Anggaran dan Pendapatan Belanja Kabupaten/Kota.”  Ketentuan 

tersebut mengamanatkan kepada pemerintah, serta Pemerintah Kabupaten/Kota untuk 

mengalokasikan dana desa kepada setiap desa yang ada di kabupaten masing-masing 

dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan 

masyarakat. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa pemerintah akan mengalokasikan 

Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN) setiap tahun 

anggaran yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota. Berdasarkan Peraturan Bupati Banyuasin 

Nomor 1 Tahun 2016 tentang  Alokasi Dana Desa Kepada Desa dalam Kabupaten 

Banyuasin Tahun Anggaran 2016 menyebutkan “bahwa Alokasi Dana Desa  dimaksudkan 

untuk mengoptimalkan pemantapan dalam penyelenggaraan otonomi desa serta 

dipergunakan untuk optimalisasi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan 

pembinaan kemasyarakatan.” 
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Pada prinsipnya penggunaan dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (APBN) yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan 

berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang diatur dan diurus oleh 

desa. Dana desa diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan 

masyarakat desa. Penggunaan dana desa tertuang dalam prioritas belanja desa yang 

disepakati dalam musyawarah desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan 

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi  Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas 

Penggunaan Dana Desa Tahun 2016, kegunaan dana desa adalah pertama untuk 

pembangunan desa dan dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa seperti 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta 

penanggulangan kemiskinan, melalui: 

a. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan 

prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman. 

b. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan 

masyarakat. 

c. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana 

pendidikan, sosial dan kebudayaan. 

d. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan 

pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; dan/atau 

e. Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi terbarukan serta 

pelestarian lingkungan hidup. 

Kemudian yang kedua untuk bidang pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk kegiatan 

yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan 

wirausaha, peningkatan pendapatan serta perluasan skal ekonomi individu warga atau 

kelompok masyarakat dan desa. 
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Berdasarkan pasal 72 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 

menyebutkan bahwa pendapatan desa bersumber dari: 

1. Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya, dan partisipasi, 

gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa. 

2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retrebusi daerah Kabupaten/Kota. 

4.    Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima 

Kabupaten/Kota. 

5.    Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi dan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota/Kabupaten. 

6. Lain-lain pendapatan desa yang sah. 

Dijelaskan juga dalam pasal 72 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa pada poin kekedua dan keempat  bahwa Alokasi Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN) diterima melalui anggaran dan pendapatan kabupaten/kota dan 

dialokasikan melalui Rekening Kas Desa (RKD). Sedangkan Alokasi Dana Desa 

merupakan 10% bagian dari Dana Perimbangan yang diterima kabupaten/kota dan 

dialokasikan melalui Rekening Kas Desa (RKD). 

Pada tahun 2016, pemerintah Indonesia telah mengucurkan dana transfer dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada seluruh desa di Indonesia. 

Setiap desa akan mendapatkan alokasi dana yang berasal dari dua sumber yaitu Dana 

Transfer dari APBN atau yang disebut dengan dana desa. Kemudian Alokasi Dana Desa 

dari kabupaten/kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) kabupaten/kota. Inti dari pengucuran dana transfer ini menitik beratkan pada 

pembangunan desa.  
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Penyaluran dana desa di setiap desa dalam lingkup Kecamatan Suak Tapeh 

Kabupaten Banyuasin Pada tahun 2016 adalah sebagai berikut: 

Tabel 1. Penyaluran Dana Desa Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin 

Tahun 2016 

No  Nama Kecamatan Nama Desa Pagu Dana Desa 

1.  Suak Tapeh Talang Ipuh 598.496.000 

Durian Daun 596.467.000 

Lubuk Lancang 657.947.000 

Biyuku 604.062.000 

Bengkuang 601.798.000 

Rimba Terap 602.566.000 

Sedang 621.932.000 

Tanjung Laut 629.171.000 

Air Senggeris 593.091.000 

Meranti 619.898.000 

Suka Raja 601.726.000 

Jumlah 6.727.154.000 
Sumber: diolah penulis dari Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Semester Akhir Tahun 

2016 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Banyuasin 

Tahun 2016 

 

Pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa jumlah dana desa yang dikucurkan untuk  

Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin tahun 2016 adalah sebesar Rp 

6.727.154.000-,. Pengucuran dana desa  berbeda-beda untuk setiap desa, karena 

disesuaikan dengan luas desa, jumlah penduduk, dan tingkat kebutuhan hidup di desa 

tersebut. Adapun pendapatan Desa Sedang Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin 

tahun 2016 yang bersumber dari APBN atau yang disebut dengan dana desa yaitu: 

Tabel 2. Dana Desa Di Desa Sedang Kecamatan  Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin 

Tahun 2016 

 

No  

 

Tahun Anggaran 

Anggaran (dalam 

rupiah) 

Realisasi pendapatan (dalam 

rupiah) 

Tahap I Tahap II 

1. 2016 621.932.000 373.417.800 248.514.200 

 Sumber: diolah penulis dari Rekap Desa Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 

Pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa Dana Desa yang diperoleh Desa Sedang 

Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin tahun 2016 sebesar Rp 621.932.000-,. 

Pengucuran dana dilakukan melalui dua tahap yaitu pada tahap pertama Dana Desa yang 
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dikucurkan sebesar 60% dengan jumlah dana Rp 373.417.800-, dan pada tahap kedua Dana 

Desa yang dikucurkan sebesar 40% dengan jumlah dana Rp 248.514.200-,. 

Pada tahun 2016 Penggunaan Dana Desa di Desa Sedang Kecamatan Suak Tapeh 

Kabupaten Banyuasin adalah sebagai berikut: 

Tabel 3. Rincian Penggunaan Dana Desa Di Sedang Kecamatan Suak Tapeh 

Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 

No

. 

Bidang Kegiatan Nama Kegiatan Jumlah (dalam 

rupiah) 

Keterangan 

1. Pembangunan 

Desa  

 

a.  Pengecoran jalan RT 01-04 

b. Pengecoran jalan ke TPU 

c. Pengecoran jalan RT 07 

d. Pembuatan siring 

e. Pembentukan dan pendirian 

BUMDes 

f. Pengelolaan dan 

Pengembangan TK/TPA 

g. Pengembangan dan 

Pengelolaan Posyandu 

h. Penambahan modal 

BUMDes 

122.397.000 

28.600.000 

61.003.000 

86.099.600 

10.500.000 

 

18.513.000 

 

2.857.000 

 

157.549.500 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

 

100% 

 

100% 

95% 

2. Pembinaan 

Masyarakat 

a. Pembinaan dan 

pengembangan nilai 

keagamaan 

b. Pembinaan nilai-nilai 

kebangsaan 

c. Pengembangan sarana dan 

prasarana olahraga 

8.633.300 

 

 

16.858.300 

 

5.605.000 

100% 

 

 

100% 

 

100% 

3. Pemberdayaan 

Masyarakat 

a. Pelatihan komputer untuk 

perangkat desa dan BPD 

b. Pelatihan administrasi dan 

keuangan dana desa 

c. Penyuluhan pertanian 

d. Penyelenggaraan PHBS 

e. Pelatihan kelompok usaha 

produktif 

22.752.000 

 

17.702.500 

 

18.524.300 

10.915.000 

23.396.000 

100% 

 

100% 

 

100% 

100% 

100% 

Total 611.905.500  
Sumber: diolah penulis dari Rekap desa penyaluran dan Penggunaan dan desa dan Siskeudes 

Kabupaten Banyuasin    

 

Dilihat dari Tabel 3 dapat dikatakan bahwa penggunaan dana desa dalam bidang 

pembangunan desa sebesar Rp 487.519.100-, dimana jumlah penggunaan dana desa untuk 

kegiatan pengelolaan dan pengembangan TK/TPA, pengembangan dan pengelolaan 

posyandu nihil, kemudian penambahan modal BUMDes jumlah penggunaan dana yang 
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dilaporkan sebesar 95% dari dana yang diperoleh. Penggunaan dana desa dibidang 

pembangunan lebih besar jika di bandingkan dengan bidang pembinaan masyarakat dan 

pemberdayaan masyarakat. 

Penggunaan dana desa dalam bidang pembinaan kemasyarakatan desa sebesar Rp 

31.096.600-, dengan rincian untuk kegiatan pembinaan dan pengembangan nilai 

keagamaan jumlah dana yang digunakan adalah Rp 8.633.300-,. Sedangkan untuk kegiatan 

pembinaan nilai-nilai kebangsaan jumlah dana desa yang digunakan sebesar Rp 16.858.300 

-, dan untuk kegiatan pengembangan sarana dan prasarana olahraga jumlah dana desa yang 

digunakan sebesar Rp 5.605.000-, dan dana tersebut telah digunakan 100%. Sedangkan 

penggunaan dana desa dalam bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp 93.289.800-, 

dimana dana yang diperuntukan dibidang pemberdayaaan masyarakat telah dilaksanakan 

100%. Sehingga Jumlah dana yang digunakan untuk bidang pelaksanaan pembangunan 

desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat adalah Rp 611.905.500-, 

jadi sisa dana desa sebesar Rp 10.026.500-,. Pengelolaan keuangan daerah sangat penting, 

agar tidak terjadi berbagai penyimpangan, korupsi, serta penyalahgunaan keuangan negara 

dalam pelaksanaan praktiknya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 

Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa  disebutkan bahwa asas-asas dalam 

pengelolaan keuangan desa adalah: 

a. Transparan yaitu terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi 

b. Akuntabel yaitu dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, moral dan 

hukum 

c. Partisipatif yaitu mengutamakan keterbukaan masyarakat 

d. Tertib dan disiplin anggaran yaitu konsisten, tepat waktu, tepat jumlah dan taat 

asas.  



7 
 

 
 

Transparansi pengelolaan anggaran desa diartikan sebagai bagian dari suatu sistem 

pengelolaan keuangan daerah yang menyediakan informasi keuangan yang terbuka dan 

tidak ada yang ditutup-tutupi bagi masyarakat desa, sebagaimana telah diatur dalam UU 

No. 6 Tahun 2014 pasal 82 dan 86 tentang Desa, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 113 tahun 2014 pasal 40 tentang  Pengelolaan Keuangan Desa. Besarnya anggaran 

yang diberikan, sangat rawan untuk diselewengkan oleh perangkat-perangkat desa. 

Pemilihan lokasi dan tahun anggaran 2016 dikarenakan tahun 2016 adalah tahun 

ketiga Desa Sedang memperoleh dana desa dan merupakan tahun anggaran yang telah 

selesai dilaksanakan dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa 

namun masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaannya. Hal ini sejalan dengan tema 

penelitian yang mengangkat permasalahan dari penggunaan dana desa. 

Dari hasil observasi sementara di objek penelitian menunjukan bahwa secara 

transparatif program tersebut masih dihadapkan pada suatu kendala antara lain: 

1. Kurang adanya transparansi dalam penggunaan dana. 

2. Sulitnya akses informasi terhadap penggunaan dana. 

Dari beberapa kendala yang tertera diatas merupakan alasan tertariknya peneliti 

untuk meneliti permasalahan yang terjadi dan akan dijabarkan secara lebih rinci seperti 

dibawah ini. 

1. Kurang Adanya Transparansi dalam Penggunaan Dana 

 Indikator untuk melihat tingkat transparansi penyusunan anggaran desa adalah 

seberapa jauh proses penyusunan dan rincian alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa (APBDesa) telah disosialisasikan kepada publik secara intensif. Kurangnya  

transparansi dalam penggunaan dana desa di Desa Sedang dapat dilihat dari sisi kebijakan, 

dan keuangan bahwa dalam pembuatan rencana anggaran dan laporan realisasi anggaran 
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dana desa harusnya dinformasikan kepada masyarakat desa Sedang melalui wakil rakyat 

ditingkat desa yaitu BPD. 

Berdasarkan penemuan awal peneliti, kecenderungan yang terjadi pada proses 

pengambilan kebijakan APBDesa hanya didominasi oleh kepala desa dan perangkatnya 

saja. Dalam arti, proses pembahasan dan finalisasi rencana penggunaan dana desa dapat 

dikatakan masih dilakukan secara tertutup. Berkaitan dengan hal ini melalui wawancara 

dengan Ketua BPD Desa Sedang tentang penyampaian informasi dana desa tahun 2016 

dalam hal transparansi dana desa, beliau mengatakan: 

“Begini dek, di kantor desa kita (Kantor Kepala Desa Sedang), tidak ada media 

yang disediakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, sehingga tidak 

ada informasi yang di publish kepada masyarakat Desa Sedang baik dalam bentuk 

spanduk atau apapun. Kantor kepala desa saja seperti tidak aktif. Pemerintah desa 

(Pemerintah Desa Sedang) juga tidak pernah melakukan sosialisasi kegiatan kepada 

masyarakat Desa Sedang.” 

 

 (wawancara Senin, 9 Oktober 2017) 

Indikator permasalahan dari informasi keuangan adalah tidak ada penyampaian 

informasi atau sosialisasi oleh Pemerintah Desa Sedang kepada masyarakat Desa Sedang 

atas jumlah dana desa yang ditranfer ke Desa Sedang. Kemudian Pemerintah Desa Sedang 

juga tidak pernah melakukan sosialisasi kegiatan kepada masyarakat untuk memperlancar 

proses pembangunan desa, jarang mengadakan rapat antara perangkat desa dan anggota 

BPD desa sebagai wakil masyarakat di desa, atau musyawarah antara pemerintah desa dan 

masyarakat untuk menyerap aspirasi masyarakat. Keterbukaan Pemerintah Desa Sedang 

masih dirasa kurang dalam memberikan informasi mengenai kegiatan, laporan realisasi 

atas kegunaan dana  desa (bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara/APBN), yang seharusnya dipublikasikan kepada masyarakat.  

Kemudian tidak pernah dilakukan sosialisasi kegiatan oleh pemerintah Desa 

Sedang kepada masyarakat, menyebabkan masyarakat tidak mengetahui berapa jumlah 

dana desa yang diperoleh Desa Sedang, untuk apa dana tersebut digunakan, darimana 
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sumbernya, serta hasil-hasil yang telah dicapai. Hal ini menggambarkan bahwa tidak ada 

keterbukaan antara kepala desa beserta jajarannya kepada masyarakat Desa Sedang.  

Padahal telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 

2014 pasal 40 tentang  Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa; 

       “(1) laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan 

APBDesa sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 dan 38 diinformasikan kepada 

masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh 

masyarakat. (2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 antara lain 

papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.” 

 

 Dalam peraturan di atas dijelaskan bahwa laporan realisasi dan laporan 

pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa harus diinformasikan kepada 

masyarakat secara tertulis dan mudah diakses. Implikasi dari belum transparannya 

mekanisme pengambilan keputusan menyangkut kebijakan, keuangan, dan administratif 

anggaran (APBDesa) tentu membawa konsekuensi buruk pada upaya penciptaan tata 

pemerintahan yang baik di daerah khususnya di Desa Sedang Kecamatan Suak Tapeh 

Kabupaten Banyuasin. 

Tabel 4. Masalah dalam Transparansi Penggunaan Dana 
Permasalahan Keterangan 

1. Pengambilan 

Kebijakan 

1. Proses pengambilan kebijakan APBDesa hanya didominasi oleh kepala desa dan 

perangkatnya. 

2. Proses pembahasan dan finalisasi rencana penggunaan APBDesa masih dilakukan 

secara tertutup. 

2. Informasi keuangan 1. Tidak ada penyampaian informasi oleh Pemerintah Desa Sedang kepada 

masyarakat Desa Sedang atas dana desa yang diterima atau dikirim ke Rekening 

Kas Desa, Desa Sedang. 

1. Tidak pernah dilakukan sosialisasi kegiatan kepada masyarakat untuk 

memperlancar proses pembangunan desa atau musyawarah antara pemerintah 

desa dan masyarakat untuk menyerap aspirasi masyarakat. 

Sumber: diolah penulis berdasarkan data pengamatan dan wawancara 

2. Sulitnya Akses Informasi terhadap Penggunaan Dana  

Penentuan terhadap skala prioritas dari berbagai kegiatan pembangunan yang 

dibiayai dengan APBDesa terlihat tidak transparan dan terdapat kesulitan dalam 

mengakses informasi penggunaan dana desa karena tidak dijumpai suatu mekanisme atau 

kegiatan yang memberikan kesempatan kepada publik/masyarakat di Desa Sedang untuk 

mencermati, mengkritisi, atau mengevaluasi pendapatan dan penggunaan dana desa. 
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Gambar 1. Kantor Desa Sedang 

 Dilihat dari Gambar 1 Bahwa penggunaan dana desa masih belum transparan, 

kantor desa yang seharusnya menyediakan media penyampaian informasi kepada 

masyarakat tidak memberikan akses atau fasilitas bagi masyarakat untuk mendapatkan 

informasi tentang dana desa serta media untuk menyalurkan pendapat bagi masyarakat.   

   Pemerintah Desa Sedang Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin tidak 

mempublikasikan kepada masyarakat informasi atas dana desa yang ditransfer dari RKUN 

dari RKUD ke RKD (Rekening Kas Desa) Desa Sedang. Pada Tabel 5 adapun 

permasalahan dalam akses informasi terhadap penggunaan dana desa di Desa Sedang 

Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin yaitu; 

Tabel 5. Masalah dalam Akses Informasi terhadap Penggunaan Dana 

No  Permasalahan Keterangan 

1. Papan pengumuman  Tidak ada 

2. Radio komunitas Tidak ada 

3. Sosialisasi kegiatan Tidak ada 

4. Musyawarah (pemerintah desa dan 

masyarakat Desa Sedang) 

Tidak ada 

Sumber: diolah penulis berdasarkan Wawancara Ketua BPD Desa Sedang 

Dari Tabel 5 dapat dilihat bahwa tidak ada media informasi yang disediakan oleh 

pemerintah Desa Sedang. Informasi dari Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)  Desa 

Sedang bahwa tidak ada informasi yang di publish kepada masyarakat karena tidak ada 

media penyampaian informasi dan tidak pernah dilakukan sosialisasi kegiatan atau 

musyawarah oleh Pemerintah Desa Sedang. Sehingga tidak ada informasi yang bisa 
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diakses oleh masyarakat Desa Sedang mengenai pendapatan dana desa di Desa Sedang 

karena tidak diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan menggunakan media 

informasi yang bisa diakses oleh masyarakat seperti papan pengumuman, dan media 

lainnya yang dapat digunakan untuk menyampaikan laporan realisasi dan laporan 

pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang disampaikan paling lambat satu 

bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan. 

Transparansi atau keterbukaan menjadi sesuatu yang mahal, apalagi menyangkut 

informasi atau data tentang keuangan. Bagi para birokrat data keuangan dipandang sebagai 

rahasia negara yang tidak semua orang boleh mengetahuinya, padahal keuangan daerah 

pada dasarnya adalah dana publik yang setiap orang boleh mengetahuinya, bahkan jika 

perlu dilaporkan secara berkala kepada pemilik dana tersebut yakni masyarakat. 

Transparansi berarti keterbukaan (openness) pemerintah daerah dalam informasi terkait 

dengan aktivitas pengelolaan dana desa kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi 

(Rochmansjah dan Soleh, 2010:12). 

Berdasarkan data tersebut diatas, dapat dilihat bahwa adanya kesenjangan antara 

UU No. 6 Tahun 2014 pasal 82 dan 86 tentang Desa, serta Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 113 tahun 2014 pasal 40 tentang  Pengelolaan Keuangan Desa terhadap 

realisasi atas peraturan tersebut. Sehingga judul yang diambil dalam penelitian ini adalah 

“Transparansi Penggunaan Dana Desa di Desa Sedang Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten 

Banyuasin Tahun 2016”. Hal ini perlu dilakukan karena mengingat adanya dugaan ketidak 

patuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan dikawatirkan adanya penyelewangan 

dalam penggunaan dana desa di Desa Sedang Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten 

Banyuasin. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi semua pihak, terkhusus 

kepada Pemerintah Desa Sedang.   
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat 

dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana Transparansi Penggunaan Dana Desa di Desa Sedang Kecamatan Suak 

Tapeh Kabupaten Banyuasin Tahun 2016? 

2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi transparansi penggunaan dana desa di Desa 

Sedang Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin tahun 2016? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana Transparansi Penggunaan Dana Desa di Desa Sedang 

Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin tahun 2016. 

2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Transparansi Penggunaan 

Dana Desa di Desa Sedang Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin tahun 

2016. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan dalam Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik khususnya dibidang Keuangan Negara dalam pengelolaan keuangan 

daerah/desa khususnya mengenai penggunaan dana desa. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi instansi terkait dalam hal ini 

adalah Kepala desa serta pengkatnya, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa 

Sedang Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin dalam hal penggunaan dana desa di 

Desa Sedang Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin tahun 2016. 
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